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Abstract 
This purpose of this study is to analyze the influence of  understanding on government 
accounting standards, level education, employment,  and training on the quality of financial 
statements. This study is located in the regional office of The Ministry of Religious Affairs of 
Centarl Sulawesi. Research Instrument is questionnaire. Sample consists of 32 administrators of 
budget and financial statement. Hypotheses were tested with multiple linear regression analysis 
with program SPSS 16.0 for Windows.The result shows that: 1) the understanding of government 
accounting standards have positif and significant influence on financial statements quality, 2) 
education level have positif and significant influence on financial statements quality, 3)employment  
t have positif and significant influence on financial statements quality, 4) training have positif and 
significant influence on financial statements quality. This result confirm that the understanding on 
government accounting standards, level of education, employment and training on the quality of 
financial statements. 
Keywords: Understanding on government accounting standards, level of education, employment, 
and training on quality of financial statements. 
 
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014 yang 
meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 
Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan  
Keuangan memberikan opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP). BPK menemukan empat 
permasalahan yang menjadi pengecualian atas 
kewajaran LKPP. Permasalahan tersebut 
merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan, kelemahan 
Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan. (www.bpk.go.id) 
Kelemahan SPI sebagai salah satu 
temuan BPK didominasi oleh sistem 
pengendalian akuntansi dan pelaporan terkait 
dengan pencatatan dan pelaporan keuangan. 
Temuan pada Sistem Pengendalian Intern 
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 
(LKKL) tahun 2014 menunjukkan kelemahan 
sistem pengendalian pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja sebesar 39,15%, 
kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan 
pelaporan sebesar 36,47% dan kelemahan 
struktur pengendalian intern sebesar 24,38%. 
Hasil pemeriksaan LKKL Tahun 2014 
mengungkapkan 1.193 permasalahan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Dari permasalahan 
ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 722 
permasalahan berdampak finansial yang 
meliputi 480 kerugian negara senilai Rp 
488,22 miliar, 66 potensi kerugian negara 
senilai Rp1,27 triliun, dan 176 kekurangan 
penerimaan senilai Rp3,81 triliun. Selain itu, 
terdapat 471 kelemahan administrasi (Ikhtisar 
Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2015- 
BPK RI). 
Fenomena kelemahan SPI pada 
pelaporan keuangan LKKL menunjukkan 
bahwa pentingnya kualitas SDM. Kebutuhan 
akan sumber daya manusia yang kompeten 
sebagai pelaksana  sistem akuntansi yang 
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berlaku di lingkungan kementerian/lembaga 
sangat penting karena memegang peranan 
dalam menyediakan data dan informasi yang 
lengkap dan benar demi tercapainya kualitas 
laporan keuangan pemerintah pusat. Untuk 
mendukung hal tersebut, sumber daya 
pengelola keuangan di lingkungan 
kementerian/lembaga seyogyanya memiliki 
latar belakang pendidikan akuntansi, 
pengalaman kerja dibidang keuangan, 
mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis 
keuangan untuk meningkatkan kompetensi 
SDM. 
Laporan keuangan Kementerian Agama 
tahun 2014 memperoleh opini wajar tanpa  
pengecualian dengan paragraf penjelasan 
(WTP-DPP). Paragraf penjelasan tersebut 
terkait dengan aset, bantuan sosial, pengadaan 
dan jumlah satuan kerja. Untuk memperoleh 
opini WTP, salah satu usaha yang dilakukan 
oleh audit internal adalah mereviu laporan 
keuangan. Hasil reviu laporan keuangan tahun 
2014 di lingkungan Satker Kanwil 
Kementerian Agama Propinsi Sulawesi 
Tengah menunjukkan masih adanya kesalahan 
dalam mencatat transaksi keuangan dan 
kelemahan proses pelaporan keuangan. 
Berdasarkan hasil reviu laporan keuangan 
tersebut mengindikasikan bahwa tingkat 
pemahaman pegawai terhadap regulasi 
khususnya SAP yang mengatur tentang 
penyajian laporan keuangan masih perlu 
ditingkatkan.  
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa 
akuntansi adalah proses pencatatan, 
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran 
transaksi dan kejadian keuangan, 
pengintrepretasian atas hasilnya serta 
penyajian laporan.  
Secara etimologi istilah paham memiliki 
arti pandai atau mengerti benar sedangkan 
pemahaman adalah proses, cara, perbuatan 
memahami atau memahamkan (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia). Menurut Yuliani dkk 
(2010) seseorang dikatakan paham terhadap 
akuntansi adalah mengerti dan pandai 
bagaimana proses akuntansi itu dilakukan 
sampai menjadi suatu laporan keuangan 
dengan berpedoman pada prinsip dan standar 
penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan 
dalam Peraturan Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  
Standar akuntansi pemerintahan terdiri 
dari kerangka konseptual dan pernyataan 
standar akuntansi pemerintahan (PSAP). 
Kerangka konseptual merumuskan konsep 
yang mendasari penyusunan dan 
pengembangan standar akuntansi 
pemerintahan, selain itu juga berfungsi sebagai 
acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi 
yang belum dinyatakan dalam standar 
akuntansi pemerintahan, akan tetapi jika 
terjadi pertentangan antara kerangka 
konseptual dengan standar, maka ketentuan 
standar diunggulkan relatif terhadap kerangka 
konseptual.  
Nordiawan (2009 : 120) menyatakan 
bahwa standar akuntansi pemerintah dibentuk 
untuk memecahkan berbagai kebuntuan yang 
muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi 
baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. Hal tersebut sejalan dengan hasil 
penelitian Nugraheni dan Subaweh (2009) 
bahwa setelah penerapan SAP, laporan 
keuangan Inspektorat Jenderal Departemen 
Pendidikan Nasional dapat memecahkan 
semua permasalahan pencatatan keuangan, dan 
ada cara untuk memecahkan permasalahan 
pencatatan keuangan. Selain itu, telah 
akuntabel yaitu mampu menyediakan 
informasi untuk pengambilan keputusan, 
mampu memenuhi kebutuhan pengguna akan 
laporan keuangan yang akuntabel, dan telah 
menyajikan informasi mengenai kecukupan 
penerimaan periode berjalan untuk membiayai 
seluruh pengeluaran. Hal ini menunjukkan 
pentingnya standar akuntansi pemerintahan 
untuk menghasilkan laporan keuangan yang 
berkualitas. 
Fokus Penelitian ini adalah untuk 
melihat tingkat pemahaman pegawai pengelola 
anggaran dan penyusun laporan keuangan 




dalam memahami pernyataan standar 
akuntansi pemerintahan (PSAP) berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
lampiran II tentang standar akuntansi 
pemerintahan berbasis kas menuju akrual 
(Cash Toward Accrual). Pemahaman PSAP 
dalam penelitian ini dibatasi berdasarkan 
penerapannya pada entitas akuntansi/satker di 
lingkungan Kementerian Agama, terdiri atas; 
PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, 
PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran, 
PSAP 04 tentang catatan atas laporan 
keuangan, PSAP 05 tentang akuntansi 
persediaan, PSAP 07 tentang akuntansi aset 
tetap, PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi 
dalam pengerjaan, PSAP 09 tentang akuntansi 
kewajiban, PSAP 10 tentang koreksi kesalahan 
dan PSAP 11 tentang laporan keuangan 
konsolidasian.  
Pendidikan merupakan bagian dari 
kegiatan pengembangan sumber daya manusia. 
Konsep tentang investasi sumber daya 
manusia (human investmen) yang dapat 
menunjang pertumbuhan organisasi telah 
semakin mendapat pengakuan. Manusia di 
posisikan sebagai suatu bentuk kapital (human 
capital) yang sangat menentukan terhadap 
pertumbuhan produktivitas organisasi. Human 
capital ini dapat diaplikasikan melalui 
berbagai bentuk investasi sumber daya 
manusia diantaranya pendidikan.   
Menurut UU SIKDIKNAS No.20 tahun 
2003, pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan 
negara.  
Investasi dalam pendidikan dapat 
dikatakan sebagai katalisator utama 
pengembangan sumber daya manusia, bahwa 
semakin terdidik seseorang, semakin tinggi 
pula tingkat kesadarannya terhadap 
partisipasinya dalam organisasi/kegiatan 
lainnya (Yuniarsih dan Suwatno, 2011: 17). 
Sumber daya manusia yang  berkualitas tidak 
lepas dari faktor pendidikan, pendidikan 
diyakini dapat meningkatkan ilmu 
pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 
sehingga seseorang dapat meningkatkan 
kemampuannya.   
Noe et.al, (2010 : 545) Sebagian besar 
pengembangan karyawan terjadi melalui 
pengalaman kerja (job experiences). Asumsi 
utama dari meggunakan pengalaman pekerjaan 
untuk pengembangan karyawan adalah 
pengembangan paling mungkin terjadi ketika 
ada ketidakcocokan antara keterampilan 
karyawan dengan pengalaman di masa lalu 
serta keterampilan yang dibutuhkan pada 
pekerjaan. Agar dapat berhasil dalam 
pekerjaannya, para karyawan harus 
merentangkan keterampilannya, yaitu dipaksa 
belajar keterampilan baru, menerapkan 
keterampilannya dan pengetahuan dengan cara 
baru serta pengalaman baru yang utama. 
Menurut Nitisemito (1996) dalam Eriva 
dkk (2013) senioritas atau sering disebut 
dengan istilah “Lenght of service” atau masa 
kerja adalah lamanya seorang karyawan 
menyumbangkan tenaganya pada perusahaan 
tertentu. Sejauh mana tenaga kerja dapat 
mencapai hasil yang memuaskan dalam 
bekerja tergantung dari kemampuan, 
kecakapan dan keterampilan tertentu agar 
dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 
baik. Masa kerja merupakan hasil penyerapan 
dari berbagai aktivitas manusia, yang dapat 
memunculkan keterampilan secara otomatis 
dalam tindakan yang dilakukan oleh pegawai 
dalam menyelesaikan pekerjaannya. Masa 
kerja yang lama akan berdampak pada 
pengalaman kerja.  
Istilah pelatihan merupakan terjemahan 
dari kata “training” dalam bahasa inggris. 
Secara harfiah akar kata “training” adalah 
“train” yang berarti (1) memberi pelajaran 
dan praktik (give teaching and practice), (2) 
menjadikan berkembang kedalam arah yang 
dikehendaki (cause to grow in arequired 
direction), (3) persiapan (preparation), dan 
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praktik (practice). Lebih lanjut, menurut 
Dessler (2015 : 284) Pelatihan (training) 
berarti memberikan kepada karyawan baru 
atau karyawan yang ada keterampilan yang 
mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan 
mereka.  
Pada dasarnya Pelatihan sebagai bagian 
dari pendidikan yang menyangkut proses 
belajar untuk memperoleh dan meningkatkan 
keterampilan diluar sitem pendidikan dalam 
waktu yang relatif singkat dengan metode 
yang lebih mengutamakan pada praktik dari 
pada teori. Menurut Moekijat (2010:76) 
pelatihan sangat penting bagi pegawai baru 
maupun pegawai lama untuk meningkatkan 
kinerja dan keterampilan yang meliputi 
physical skill, intelectual skill, social skill dan 
manajerial skill. 
Untuk menghasilkan pelatihan yang 
berkualitas maka program pelatihan 
merupakan suatu pegangan yang penting 
dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan 
pelatihan. Program bukan hanya memberikan 
acuan, melainkan juga menjadi patokan untuk 
mengukur keberhasilan kegiatan pelatihan. 
Dessler (2015 : 288) mengatakan mendesain 
program pelatihan berarti merencanakan 
keseluruhan program pelatihan termasuk 
tujuan pelatihan, metode penyampaian, dan 
evaluasi program. Sub langkahnya meliputi 
penetapan tujuan kinerja, menciptakan bagan 
pelatihan yang terperinci, memilih metode 
pemberian program, dan memverifikasi desain 
program keseluruhan dengan manajemen.  
Merujuk pada Hamalik (2007 : 34) ada 7 
(tujuh) faktor yang dapat dijadikan 
pertimbangan untuk menetapkan isi program 
pelatihan, yaitu : 
1) Kebutuhan pelatihan; berdasarkan 
penjagagan kebutuhan dapat ditentukan  
jenis dan jumlah pelatihan yang diperlukan. 
2) Cara penyelenggaraan pelatihan; cara 
memberikan pelatihan diserasikan dengan 
tujuan, jenis kegiatan, materi dan peserta 
pelatihan bersangkutan. 
3) Biaya pelatihan; tetapkan besarnya biaya 
yang diperlukan disesuaikan dengan 
kebutuhan latihan dan sumber dana yang 
tersedia. 
4) Hambatan - hambatan; pertimbangan 
hambatan/rintangan yang mungkin terjadi 
terhadap pekerjaan sebagai akibat pelatihan 
itu. 
5) Peserta pelatihan; tetapkan jumlah tenaga 
yang tepat untuk mengikuti pelatihan, 
dilihat dari sudut kebutuhan organisasi, 
kenaikan jabatan, atau yang mungkin 
keluar/pindah. 
6) Fasilitas latihan; pertimbangan fasilitas-
fasilitas latihan yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan pelatihan tersebut. 
7) Pengawasan latihan; pertimbangkan hal-hal 
yang perlu mendapatkan pengawasan 
(misal: biaya, nama peserta, hasil ujian) dan 
teknik pengawasan yang diperlukan.  
Laporan keuangan akan berguna (useful) 
apabila laporan keuangan tersebut memenuhi 
standar kualitatif. Dalam Standar Akuntansi 
Pemerintahan dijelaskan bahwa karakteristik 
kualitatif laporan keuangan adalah: 
1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di 
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan 
pengguna dengan membantu mereka 
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa 
kini dan memprediksi masa depan, serta 
mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 
lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-
unsur berikut : 
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback 
value). Informasi memungkinkan 
pengguna untuk menegaskan alat 
mengoreksi ekspektasi mereka di masa 
lalu.   
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive 
value). Informasi dapat membantu 
pengguna untuk memprediksi masa yang 
akan datang berdasarkan hasil masa lalu 
dan kejadian masa kini.  
c. Tepat waktu (timeliness). Informasi yang 
disajikan secara tepat waktu dapat 
berpengaruh dan berguna dalam 
pengambilan keputusan.  
d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi 
akuntansi yang dapat mempengaruhi 
pengambilan keputusan. Informasi yang 




melatarbelakangi setiap butir informasi 
utama yang termuat dalam laporan 
keuangan diungkapkan dengan jelas agar 
kekeliruan dalam penggunaan informasi 
tersebut dapat dicegah.  
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan 
keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, 
menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 
dapat diverifikasi. Informasi yang andal 
memenuhi karakteristik berikut:  
a. Penyajian jujur. Informasi 
menggambarkan dengan jujur transaksi 
serta peristiwa lainnya yang seharusnya 
disajikan atau secara wajar dapat 
diharapkan untuk disajikan.  
b. Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan 
dapat diuji, dan apabila pengujian 
dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang 
berbeda, hasilnya tetap menunjukkan 
simpulan yang tidak berbeda jauh.  
c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada 
kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 
kebutuhan pihak tertentu.  
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang 
termuat dalam laporan keuangan akan lebih 
berguna jika dapat dibandingkan dengan 
laporan keuangan periode sebelumnya atau 
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada 
umumnya.  
4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta 
istilah yang disesuaikan dengan batas 




Populasi dalam penelitian ini adalah 
pegawai pada Satker Kanwil Kementerian 
Agama Propinsi Sulawesi Tengah yang 
berjumlah sebanyak 133 pegawai. Sampel 
pada penelitian ini ditentukan dengan metode 
purposive sampling, yaitu teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangan tertentu 
(Sugiyono, 2014:85). Kriteria sampel dalam 
penelitian ini adalah : 
- Pegawai negeri yang berstatus sebagai 
pejabat pembuat komitmen  
- Pegawai negeri yang bersatus sebagai 
bendahara 
- Pegawai negeri yang berstatus sebagai 
pengelola kegiatan 
- Pegawai negeri yang berstatus sebagai 
penyususn laporan keuangan 
Setelah dilakukan teknik pengambilan 
sampel dengan metode purposive sampling 
maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 
orang pegawai satker Kanwil Kementerian 
Agama Propinsi Sulawesi Tengah. 
Definisi operasional variabel dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pemahaman SAP (X1) adalah pemahaman 
terhadap proses penyusunan laporan 
keuangan dengan berpedoman pada standar 
akuntansi pemerintahan. Indikator yang 
digunakan adalah pemahaman terhadap 
pernyataan standar akuntansi pemerintahan 
(PSAP) merujuk pada Peraturan Pemerintah 
No.71 tahun 2010 lampiran II, terdiri dari 
penyajian laporan keuangan, laporan 
realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan 
atas laporan keuangan, akuntansi 
persediaan,  akuntansi aset tetap, akuntansi 
konstruksi dalam pengerjaan, akuntansi 
kewajiban,  koreksi kesalahan dan peristiwa 
luar biasa, akuntansi konsolidasian.  
2. Pendidikan (X2), pendidikan meningkatkan 
keahlian teoritis, konseptual, dan moral 
karyawan (Hasibuan, 2009: 69). Indikator 
dalam penelitian ini adalah tingkat 
pendidikan, bidang pendidikan dan kualitas 
pendidikan yang merujuk pada peneliti 
sebelumnya (Muzahid : 2014) . 
3. Masa Kerja (X3), masa kerja adalah ukuran 
tentang lama waktu yang telah ditempuh 
seorang dapat memahami tugas-tugas suatu 
pekerjaan dan telah melaksanakannya 
dengan baik (Foster, 2001: 43). Indikator  
masa kerja merujuk pada peneliti 
sebelumnya (Sukriah dkk : 2009) yang 
terdiri dari lamanya bekerja dan banyaknya 
tugas.  
162 e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017 hlm 157-168                        ISSN: 2302-2019 
 
 
4. Pelatihan (X4). Untuk menghasilkan 
pelatihan yang berkualitas maka program 
pelatihan merupakan suatu pegangan yang 
penting dalam rangka pelaksanaan suatu 
kegiatan pelatihan dan mengukur 
keberhasilan kegiatan pelatihan (Hamalik, 
2007:33). Indikator yang digunakan 
merujuk pada Hamalik (2007: 34)  
5. Kualitas laporan keuangan (Y) Laporan 
keuangan merupakan laporan yang 
terstruktur mengenai posisi keuangan dan 
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 
suatu entitas akuntansi dan pelaporan. 
Laporan keuangan yang mempunyai 
kualitas yang baik jika mempunyai 
karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, 
dapat dibandingkan dan dapat dipahami.  
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner dan observasi untuk mendapatkan 
data-data pendukung dalam penelitian ini. 
Pengujian instrumen penelitian dilakukan agar 
hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan 
secara ilmiah, maka data-data penelitian yang 
diperoleh melalui instrumen penelitian 
(kuesioner) sebelum digunakan terlebih dahulu 
diuji keakuratan dan keandalannya sebagai alat 
ukur. Melalui dua bentuk pengujian untuk 
menguji kualitas data yang diperoleh dari 
penerapan instrumen, maka diperlukan uji 
validitas dan uji reliabilitas. 
Teknik analisa data yang digunakan 
meliputi :  
1. Uji Asumsi Klasik terdiri dari : Uji 
Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji 
Heteroskedastisitas. 
2. Analisis Regresi Linier Berganda 
Alat analisis yang digunakan adalah teknik 
analisis regresi berganda dengan formulasi 
sebagai berikut : 
 
Y = a0 + b1X1 + b2X2  + b3X3 + b4X4  + e 
Di mana: 
Y = Kualitas Laporan Keuangan 
a = Intersep (Konstanta) 
b1, b2, b3, b4, b5 = Koefisien Regresi 
X1 = Pemahaman SAP 
X2 = Tingkat Pendidikan 
X3  = Masa Kerja 
X4 = Pelatihan 
e = Kesalahan pengganggu (error term) 
3. Pengujian Hipotesis 
Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan 
dilakukan terdiri dari pengujian secara 
simultan (Uji F), pengujian secara parsial 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil pengujian asumsi klasik 
menunjukkan bahwa model regresi tidak 
terjadi multikolinearitas karena nilai VIF<10 
dan Tolerance>0,10. Grafik normal P-Plot of 
Regression Standardized menunjukkan data 
menyebar sekitar garis diagonal yang polanya 
terdistribusi normal, sehingga model regresi 
memenuhi asumsi normalitas. Pengujian 
denngan grafik Scatterplot menunjukkan titik-
titik menyebar secara acak diatas maupun 
dibawah angka 0 pada sumbu Y dapat 
disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Uji asumsi klasik terpenuhi sehingga model 
regresi dapat digunakan untuk memprediksi 
pengaruh Pemahaman SAP, Tingkat 
Pendidikan, Masa Kerja dan Pelatihan 
terhadap Kulaitas Laporan Keuangan.  
Hasil analisis Regresi Linear Berganda 
dengan menggunakan bantuan SPSS 16,0 
diperolerh hasil-hasil penelitian dari 32 orang 
responden dapat diketahui hasil perhitungan 
sebagai berikut: 
 
Hasil Perhitungan Regresi Berganda 







C  = Constanta  0,847 0,311 2,725 0,011 
X1 = Pemahaman 
Standar 
0,265 0,078 3,397 0,002 
X2 = Tingkat 
Pendidikan 
0,244 0,064 3,834 0,001 
X3 = Masa Kerja 0,160 0,075 2,118 0,044 
X4 = Pelatihan 0,195 0,068 2,883 0,008 
R-                         = 0,897  
R-Square                = 0,804            F-Statistik   = 27,718 
Adjusted R-Square   = 0,775            Sig. F         = 0,000 
Sumber: Hasil Regresi 




Model regresi yang diperoleh dari tabel 
diatas adalah: 
Y  =  0,847 +  0,265X1 + 0,244X2  + 0,160X3 + 
0,195X4 
 
Persamaan diatas menunjukkan, variabel 
independen yang dianalisis berupa variabel 
(X1, X2, X3,dan X4) memberi pengaruh 
terhadap variabel independen (Y).  
 
a. Pengujian Hipotesis Pertama 
Berdasarkan hasil pengujian regresi 
berganda terlihat bahwa hasil uji determinasi 
(kehandalan model) memperlihatkan nilai 
Adjusted R-Square = 0,775 atau = 77,50%. 
Hal ini berarti bahwa sebesar 77,50% variabel 
tidak bebas dipengaruhi oleh keempat variabel 
bebas, selebihnya variabel tidak bebas sebesar 
22,50% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti. 
Selanjutnya hasil perhitungan diperoleh 
Fhitung = 27,718  pada taraf nyata ά = 0,05 atau 
α < 0,05. Dari tabel tersebut menunjukkan 
bahwa nilai signifikansi F = 0,000. Dengan 
demikian dapat dinyatakan bahwa  secara 
bersama-sama (simultan) variabel bebas 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel tidak bebasnya. 
 
b. Pengujian Hipotesis Kedua, Ketiga, 
Keempat dan Kelima  
Pengujian secara parsial dimaksudkan 
untuk melihat pengaruh masing-masing 
variabel bebas terhadap variabel tidak 
bebasnya, sebagai berikut: 
 
1. Pemahaman standar akuntansi 
pemerintahan (X1) 
Hasil perhitungann variabel Pemahaman 
SAP menunjukkan bahwa nilai koefisien 
regresi sebesar 0,265, sementara tingkat 
signifikasi t sebesar 0,002. Dengan demikian 
nilai sig t < 0,05 pada taraf kepercayaan 95%. 
Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel 
pemahaman standar akuntansi pemerintahan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi 
Sulawesi Tengah.  
2. Tingkat pendidikan (X2) 
Hasil perhitungan variabel tingkat 
pendidikan menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi sebesar 0,244, sementara 
tingkat signifikansi t sebesar 0,002. Dengan 
demikian nilai sig t < 0,05 pada taraf 
kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan 
bahwa varaibel tingkat pendidikan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pada Satuan Kerja Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Propinsi 
Sulawesi Tengah.  
3. Masa Kerja (X3) 
Hasil perhitungan variabel masa kerja 
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 
sebesar 0,160, sementara tingkat signifikasi t 
sebesar 0,044. Dengan demikian nilai sig t < 
0,05 pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga 
dapat dinyatakan bahwa varaibel masa kerja 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi 
Sulawesi Tengah.  
4. Pelatihan (X4) 
Hasil perhitungan variabel pelatihan 
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 
sebesar 0,195, sementara tingkat signifikasi t 
sebesar 0,008. Dengan demikian nilai sig t < 
0,05 pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga 
dapat dinyatakan bahwa varaibel pelatihan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja 
Kantror Wilayah Kementerian Agama Propinsi 
Sulawesi Tengah.  
Berikut akan dijelaskan hasil penelitian 
Pemahaman standar akuntansi pemerintahan, 
tingkat pendidikan, masa kerja dan pelatihan 
secara bersama-sama berpengaruh dan 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
pada Satuan Kerja Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Propinsi Sulawesi 
Tengah. 
 
Pemahaman SAP, Tingkat Pendidikan, 
Masa Kerja dan Pelatihan secara simultan 
berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan 
164 e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017 hlm 157-168                        ISSN: 2302-2019 
 
 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 
bahwa Pemahaman SAP, tingkat pendidikan, 
masa kerja dan pelatihan secara simultan 
memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan . Hasil 
penelitian ini bermakna bahwa laporan 
keuangan Satker Kanwil Kementerian Agama 
Propinsi Sulawesi Tengah setelah adanya 
dukungan pemahaman SAP, tingkat 
pendidikan, masa kerja dan pelatihan maka  
dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan 
yang memenuhi unsur karakteristik relevan, 
andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Muzahid (2014), hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa secara 
simultan tingkat pendidikan, kualitas pelatihan 
dan lama pengalaman kerja pegawai 
berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan SKPD Kabupaten Banda Aceh. 
 
Pemahaman SAP berpengaruh signifikan 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Hasil pengujian statistik menunjukkan 
variabel pemahaman SAP yang diukur oleh 
indikator-indikator PSAP 01 Penyajian laporan 
keuangan, PSAP 02 Laporan Realisasi 
Anggaran, PSAP 04 Catatan atas Laporan 
Keuangan, PSAP 05 Akuntansi Persediaan, 
PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 08 
Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, 
PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 
Koreksi Kesalahan dan PSAP 11 laporan 
konsolidasian berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan. Hal ini 
menunjukkan bahwa penerapan  Cash Toward 
Accrual basis dalam PP No. 71 tahun 2010 
lampiran II dapat dipahami oleh pengelola 
anggaran dan penyusun laporan keuangan 
Kanwil Kementerian Agama Propinsi 
Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian Sari dkk (2014), bahwa jika 
pegawai pengelola keuangan memiliki 
wawasan dan pengetahuan yang mendalam 
mengenai standar akuntansi pemerintahan, 
maka laporan keuangan yang dihasilkan 
berkualitas.  
Pemahaman standar akuntansi 
pemerintahan bagi pengelola anggaran dan 
penyusun laporan keuangan pada Satker 
Kanwil Kementerian Agama Propinsi 
Sulawesi Tengah merupakan hasil dari 
pengalaman kerja pemanfaatan software 
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan 
pendampingan yang dilakukan setiap semester 
oleh koordinator wilayah melalui proses 
rekonsiliasi laporan keuangan antara unit 
akuntansi kuasa pengguna anggaran 
(UAKPA)/Satker dengan unit akuntansi 
pengguna anggaran wilayah (UAPPA-W).  
Meskipun demikian, jika dilihat dari distribusi 
jawaban responden terungkap bahwa dari 
setiap indikator pemahaman PSAP  yang 
diajukan masih ada kecenderungan responden 
yang memberikan jawaban tidak paham. Hal 
ini mengindikasikan bahwa masih terdapat 
pengelola anggaran dan penyusun laporan 
keuangan Satker Kanwil kementerian Agama 
Propinsi Sulawesi Tengah yang belum 
sepenuhnya memahami regulasi standar 
akuntansi pemerintahan. Keberadaan 
dukungan software yang dapat membatu 
membuat laporan keuangan secara terintegrasi 
mulai dari input transaksi hingga 
menghasilkan laporan keuangan menjadi salah 
satu indikasi yang menyebabkan 
ketidakpahaman konsep teoritis Pernyataan 
standar akuntansi pemerintahan (PSAP).  
 
Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Hasil pengujian statistik menunjukkan 
variabel tingkat pendidikan yang diukur oleh 
indikator tingkat pendidikan, bidang 
pendidikan dan kualitas pendidikan terbukti 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan. Hasil penilitian ini 
mengidikasikan bahwa meskipun pengelola 
anggaran dan penyusun laporan keuangan 
tidak semuanya memiliki latar belakang 
pendidikan akuntansi tetapi mereka tetap 
mampu menghasilkan laporan keuangan yang 
berkualitas. Hal ini disebabkan karena 
sebagain besar pengelola keuangan memiliki 




tingkat pendidikan strata satu yaitu sebesar 
62,5% serta didukung oleh kualitas 
pendidikan, sehingga memiliki kemampuan 
penalaran yang baik dan mampu beradaptasi 
dengan cepat terhadap hal-hal yang baru. Hasil 
penelitian Bappenas (2002) menunjukkan 
tingkat pemahaman aparatur pemerintah yang 
sarjana lebih tinggi dari pada tingkat 
pemahaman aparatur pemerintah yang 
berpendidikan SMU, dan tingkat pemahaman 
aparatur pemerintah yang berpendidikan pasca 
sarjana lebih tinggi dari tingkat pemahaman 
aparatur pemerintah yang berpendidikan 
sarjana.  Hasil penelitian Cahyadi (2009) juga 
menyimpulkan bahwa sumber daya manusia 
yang berkualitas dengan pendidikan yang 
tinggi akan mampu membantu karyawan 
dalam menyelesaikan tugas terutama dalam 
penyusunan anggaran dan laporan keuangan. 
Meskipun demikian, sebagian besar 
pegawai mengakui adanya ketidaksesuaian 
antara latar belakang pendidikan formal yang 
dimiliki dengan tugas mereka sebagai 
pengelola anggaran dan penyusun laporan 
keuangan. Hasil penelitian ini juga 
mengungkapkan bahwa sebesar 43,8% 
pengelola  keuangan memiliki latar belakang 
pendidikan agama. Salah Seorang pegawai 
pengelola anggaran menyatakan bahwa 
pekerjaan pengelolaan keuangan hendaknya 
diberikan kepada mereka yang memiliki latar 
belakang pendidikan akuntansi agar lebih 
mudah memahami pengelolaan keuangan dan 
penyusunan laporan keuangan.  
 
Masa Kerja berpengaruh signifikan 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Hasil pengujian statistik menunjukkan 
variabel masa kerja yang diukur oleh indikator 
lamanya bekerja dan banyaknya tugas terbukti 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan.  Pengalaman kerja yang 
diperoleh dari lamanya bekerja dan banyaknya 
tugas pegawai pada bidang pengelolaan 
anggaran dan penyusunn laporan keuangan 
merupakan indikator yang cukup penting yang 
harus dimiliki karena jika dilihat dari 
pendidikan formal responden dalam penelitian 
ini sebagian besar memiliki latar belakang 
pendidikan non ekonomi, artinya pengalaman 
kerja menjadi faktor pendukung yang dapat 
membantu meningkatkan pengetahuan 
dibidang pekerjaan serta keterampilan 
kerjanya. Salah satu kebijakan pimpinan  yang 
menjadi faktor pertimbangan ditunjuknya 
seseorang untuk mengelola anggaran dan 
menyusun laporan keuangan adalah faktor 
lamanya bekerja dibidang pengelolaan 
keuangan alasannya adalah mereka dianggap 
mampu bekerja cepat dan terampil.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Sukriah dkk (2009), temuan 
penelitiannya menunjukkan bahwa semakin 
banyak pegalaman kerja seorang auditor maka 
semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaan 
yang dilakukan. Sejalan dengan penelitian 
Muzahid (2010) mengemukakan bahwa 
pengalaman kerja profesional memegang 
peranan penting dalam meningkatkan kinerja 
pegawai khususnya dalam meningkatkan 
kualitas laporan keuangan, dimana 
pengalaman ilmu lain selain bidang 
keuangan/akuntansi juga memiliki relevansi 
dan keterkaitan untuk memudahkan menyusun 
laporan keuangan yang berkualitas. 
 Meskipun demikian, hasil penelitian 
mengungkap bahwa variabel yang paling kecil 
pengaruhnya terhadap kualitas laporan 
keuangan adalah masa kerja yaitu sebesar 
16,0%. Hal ini mengindikasikan bahwa 
kemungkinan pegawai merasa jenuh dibidang 
keuangan, karena jika dilihat dari masa kerja 
responden dibidang pengeloaan keuangan 
menunjukkan sekitar 34,4% responden yang 
telah bekerja selama 6-10 tahun. 
 
Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan  
Pengujian statistik menunjukkan variabel 
pelatihan berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pelatihan dapat 
menunjang keterampilan dan pengetahuan 
pegawai pengelola anggaran dan penyusun 
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laporan keuangan Satker Kanwil Kementerian 
Agama dalam meningkatkan kualitas laporan 
keuangan.  Menurut Dessler (2015 : 284) 
Pelatihan (training) berarti memberikan 
kepada karyawan baru atau karyawan yang ada 
keterampilan yang mereka butuhkan untuk 
melakukan pekerjaan mereka. 
Seiring tuntutan agar dapat 
mempertahankan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) laporan keuangan 
Kementerian Agama, maka pengelolaan 
anggaran ditingkat satuan kerja menjadi ujung 
tombak yang akan memberikan sumbangsih 
pada kualitas Laporan Keuangan Kementerian 
Agama (LKKA). Oleh karena itu pelatihan 
menjadi salah satu aspek yang mendapat 
perhatian untuk membantu meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan kerja para  
pengelola keuangan. Satker Kanwil 
Kementerian Agama Propinsi Sulawesi 
Tengah memberikan kesempatan seluas-
luasnya kepada pegawai pengelola anggaran 
dan penyusun laporan keuangan untuk 
mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan 
pengelolaan keuangan. Pelatihan yang pernah 
diikuti diantaranya adalah diklat Pejabat 
Pembuat Komitmen, diklat Program 
Percepatan Akuntabilitas Keuangan 
Pemerintah (PPAKP), diklat pengelola Satuan 
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 
(SAKPA), bimtek penatausahaan, pembukuan 
dan pertanggungjawaban bendahara serta 
bimtek penyusunan laporan keuangan.  Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Muzahid (2014) yang menunjukkan bahwa 
kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap 
kualitas laporan keuangan.  
 
  
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Secara deskriptif variabel pemahaman 
standar akuntansi pemerintahan, tingkat 
pendidikan, masa kerja dan pelatihan 
diperoleh hasil yang tidak cukup dominan 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan.  
2. Pemahaman Standar Akuntansi 
Pemerintahan, Tingkat Pendidikan, Masa 
Kerja dan Pelatihan secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan. 
3. Pemahaman Standar Akuntansi 
Pemerintahan berpengaruh positif dan  
signifikan terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan.  
4. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan  
signifikan terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan.  
5. Masa Kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan.  
6. Pelatihan berpengaruh  positif dan 




1. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan 
berkelanjutan dan berkesesuaian dengan 
tugas pengelola anggaran dan penyusun 
laporan keuangan yang menitikberatkan 
pada pemahaman teoritis mengenai regulasi 
standar akuntansi pemerintahan, sehingga 
mampu mensinergikan antara sistem 
manual dan komputerisasi. 
2. Perlu adanya rekrutmen pegawai pada 
Satker Kanwil Kementerian Agama 
Propinsi Sulawesi Tengah  yang memiliki 
kompetensi dibidang akuntansi.   
3. Bagi peneliti selanjutnya agar memperbaiki 
terlebih dahulu kuesioner yang digunakan 
dalam penelitian ini, menambahkan 
variabel lain seperti sistem pengendalian 
interen dan latar belakang pendidikan, serta 
memperluas wilayah populasi mencakup 
seluruh Satker kabupaten/kota di 
lingkungan Kementerian Agama Propinsi 
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